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Muhammad Alif Andyva E131 13 006, Peranan  of Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia 
(ReCAAP) tentang Keamanan Maritim di Asia Tenggara, di bawah 
bimbingan  Bapak Darwis sebagai pembimbing I dan Bapak Agussalim sebagai 
pembimbing II, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: pertama, kinerja ReCAAP di Asia 
Tenggara, untuk melawan ancaman maritim, terutama pembajakan dan 
perampokan bersenjata. Kedua, keberadaan dan implikasinya untuk memperkuat 
keamanan maritim di wilayah ini. Untuk memenuhi tujuan tersebut, penulis 
menerapkan metode penelitian deskriptif dan dengan menggunakan penelitian 
kepustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Sedangkan untuk 
analisis data, metode kualitatif digunakan dan ditulis secara deduktif. 
Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa kehadiran ReCAAP di Asia Tenggara 
untuk melawan pembajakan dan perampokan bersenjata mempengaruhi situasi 
keamanan maritim, karena ReCAAP membantu informasi yang diperlukan, 
memperkuat koordinasi di antara focal point, dan memperkuat kemampuan 
anggota untuk beradaptasi dengan tren perampokan dan perampokan bersenjata. 
Namun, ada hambatan dalam ReCAAP untuk memastikan keamanan maritim, 
termasuk pada kemampuan penegakan hukum dan kemampuan hukum terhadap 
individu yang dicurigai. Di sisi lain, implikasi ReCAAP mempengaruhi secara 
politis, dalam hal hubungan antar negara di kawasan ini, dan secara strategis, 
untuk memperkuat keamanan maritim. Dengan demikian, situasi tersebut 
menyebabkan kondisi semakin kompleks untuk mencapai kestabilan, terutama 
bila ada kemungkinan untuk menghambat hubungan baik antar negara tetangga di 
wilayahnya. 
Kata kunci: Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed 






Muhammad Alif Andyva E131 13 006, Role of Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia 
(ReCAAP) on Maritime Security in Southeast Asia, under the guidance and 
supervision of Mr. Darwis and Mr. Agussalim, International Relations 
Department, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin. 
The research aims to explain: firstly, the ReCAAP performance in Southeast Asia, 
to counter maritime threats, especially piracy and armed robbery. Secondly, its 
existence and implication to strengthen maritime security in the region. In order 
to meet the objectives, writer applied descriptive research method and by using 
library research to collect the necessary data. As for analyzing data, the 
qualitative method is used and written deductively. 
The result of this paper exhibits that ReCAAP’s presence in Southeast Asia to 
counter piracy and armed robbery affects the maritime security situation, as 
ReCAAP assist with necessary information, strengthen coordination among focal 
points, and reinforcing members’ ability to adapt to piracy and armed robbery 
trends. However, there are obstacles in ReCAAP to ensure the maritime security, 
including but not limited to enforcement ability and legal action ability toward the 
suspected individuals. On the other hand, ReCAAP implications affect politically, 
in terms of relations among states in the region, and strategically, in order to 
strengthen the maritime security. Thus, the situation led to more complex 
conditions to achieve stability, especially when there is a possibility to hamper 
amity among neighbouring country in the region. 
Keywords: Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dewasa ini, isu keamanan menjadi sebuah hal signifikan dalam 
perkembangan global. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya isu yang bersifat 
kontemporer, yang dalam hal ini merupakan isu keamanan non-tradisional. 
Keamanan non-tradisional menjadi sebuah isu penting dalam memahami 
perkembangan yang progresif dalam bidang pertahanan. Hal ini dapat dikatakan 
demikian dikarenakan keamanan non-tradisional yang bersifat transnasional 
dalam sifatnya (Masys, 2016, p. 1), selain itu isu tersebut hadir sebagai sebuah 
tantangan terhadap kemaslahatan masyarakat dan negara yang muncul dalam 
bentuk non-militer, serta hadir secara tiba-tiba dan cepat dikarenakan 
perkembangan globalisasi, terlebih objek keamanan bukan lagi hanya negara, 
entah itu kedaulatannya maupun integritasnya, tetapi juga masyarakatnya, secara 
individu maupun secara kelompok (Caballero-Anthony, 2006, p. 6).  
Keamanan non-tradisional di kawasan Asia Tenggara juga dipengaruhi 
oleh faktor kondisi keamanan secara global, dimana kondisi tersebut menjadi 
sebuah tantangan dikarenakan perkembangan pada laju ekonomi dunia dan era 
globalisasi yang bergerak secara cepat. Cakupan tersebut juga menjadi menjadi 
dorongan pada kondisi kerjasama, baik secara global maupun secara regional. 
Sehingga, meningkatkan kepentingan berbagai pihak mulai dari negara – negara 
besar yang bertaruh pada kondisi tersebut, seperti isu lingkungan, hak asasi 
manusia, dan isu perompakan dengan perampokan bersenjata. 
Isu perompakan dan perampokan bersenjata di kawasan Asia Tenggara 
didorong dengan kondisi ekonomi modern, politik dan perkembangan sosial. 
Terlebih dengan kondisi perkembangan globalisasi dengan jaringan informasi 
yang luas dan cepat di seluruh dunia, pengembangan dalam peningkatan ekonomi, 
dan sifat interdependensi yang membentuk kondisi dunia sekarang ini, dan hal 
tersebut termasuk isu perompakan dan perampokan bersenjata. Serta, 
permasalahan perompakan dan perampokan bersenjata di kawasan Asia Tenggara 
juga telah menyita atensi negara-negara tersebut, dalam hal ini dikarenakan 
timbulnya tren global di kawasan layaknya apa yang terjadi di Somalia, hal 
tersebut juga didukung dengan argument yang dilemparkan oleh United Nations 
pada tahun 2014, yang menyatakan bahwa bukan lagi Somalia yang menjadi 
kawasan yang ramai akan kasus piracy, tetapi kawasan tersebut adalah kawasan 
Asia Tenggara. 
Isu perompakan dan perampokan bersenjata dapat dikatakan merupakan 
isu yang seringkali terjadi di perairan Asia Tenggara. Terlebih dalam beberapa 
tahun ini, kondisi di kawasan perairan tersebut mengalami fluktuasi insiden 
perompakan dan perampokan bersenjata yang cukup aktif. Fluktuasi tersebut 
dapat dilihat pada perkembangan dari tahun 2013 hingga tahun 2015, dimana 
peningkatan 12 percobaan perompakan hingga 104 percobaan perompakan di 
kawasan Selat Malaka (ReCAAP, 2015). Sehingga, perkembangan perompakan 
dikawasan Selat Malaka meningkat secara eksponensial. 
Sehingga, peningkatan pada insiden isu perompakan dan perampokan 
tersebut mendorong untuk terciptanya sebuah kerjasama untuk menanggulangi 
serta mencegah kondisi perompakan dan perampokan bersenjata dan 
meningkatkan keamanan, khususnya keamanan maritime. Dorongan tersebut 
kemudian menciptakan organisasi Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) yang 
memiliki fokus terhadap perompakan dan perampokan bersenjata untuk 
melakukan peningkatan pada kondisi keamanan maritim di kawasan Asia. 
Kehadiran ReCAAP memang memberikan kesempatan untuk mengurangi 
ancaman keamanan maritime, terkhusus pada isu perompakan dan perampokan 
bersenjata di kawasan Asia Tenggara dalam bentuk kerjasama. ReCAAP juga 
memiliki beberapa anggota ASEAN didalamnya, antara lain: Singapore, 
Phillipines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kamboja. Negara – 
negara tersebut sejatinya juga memiliki kepentingan dalam mengawasi keamanan 
maritim di perairan mereka masing – masing. 
Meskipun dalam memberikan peluang untuk meningkatkan keamanan 
maritime dengan bekerjasama dengan negara negara yang berpengaruh, akan 
tetapi, ReCAAP belum dapat menarik dua negara yang memiliki kepentingan 
dalam bidang keamanan maritime, yakni Indonesia dan Malaysia. Dengan 
Indonesia dan Malaysia tidak bergabung dengan kiat kerjasama dengan ReCAAP, 
justru mudah saja mempertimbangkan optimalisasi ReCAAP dalam menjalin 
kerjasama untuk mencapai stabilitas keamanan maritime di kawasan Asia 
Tenggara. Terlebih dengan hadirnya kerjasama Indonesia, Singapura, Malaysia, 
dan Philippines dalam Malacca Strait Patrols dibeberapa kawasan perairan 
seperti Selat Malaka dan Laut Sulu (Southgate, 2015; Parameswaran, 2016) yang 
bisa saja menciptakan implikasi di kawasan Asia Tenggara, serta 
mempertanyakan eksistensi ReCAAP dalam menanggulangi keamanan di 
kawasan Asia Tenggara. 
B. Rumusan Permasalahan 
 Dalam peneliitian ini, penulis berusaha berfokus kepada sejarah serta latar 
belakang pembentukan ReCAAP serta eksistensi dan implikasi ReCAAP dalam 
mencapai kerjasama dalam bidang keamanan maritime, terkhusus kepada isu 
perompakan dan perampokan bersenjata di kawasan tersebut. 
Dengan batasan tersebut, merupakan formulasi rumusan masalah yang dibahas 
dalam penelitian ini: 
1. Bagaimana Kinerja RECAAP dalam menanggulangi keamanan maritime di 
kawasan Asia tenggara? 
2. Bagaimana Eksistensi dan Implikasi ReCAAP terhadap penguatan Keamanan 
Maritim di Asia Tenggara? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana ReCAAP mampu menanggulangi isu keamanan Maritim 
kepada kawasan Asia Tenggara maupun ASEAN. 
Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi 
Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam 
mengkaji dan memahami mengenai sejarah serta hal yang 
melatarbelakangi pembentukan ReCAAP. 
2. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik 
itu individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah 
baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional tentang 
bagaimana eksistensi serta implikasi kerjasama ReCAAP terhadap 
penguatan keamanan Maritim di Asia Tenggara 
D. Metode Penelitian 
a. Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Metode penelitian ini akan menjelaskan peran ReCAAP di kawasan 
Asia Tenggara dalam isu keamanan maritim. Serta, mengetahui implikasi kinerja 
ReCAAP dengan organisasi regional di kawasan.  
 Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang 
fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan 
lokasi penelitian. Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang 
digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptis, yaitu penelitian yang menggunakan 
pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argument yang relevan. 
Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik 
kesimpulan yang bersifat analitik. 
b. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode Library 
Research untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dapat 
didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media 
lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar harian. Bahan-bahan tersebut 
dari beberapa tempat yang penulis akan kunjungi, yaitu: 
1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
c. Jenis Data 
 Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh melalu studi literatur seperti buku, jurnal, 
artikel, majalah, handbook, situs internet, institute dan lembaga terkait. 
Adapun, data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan 
penelitian penulis tentang peranan dan kinerja ReCAAP dalam isu keamanan 
Maritim di kawasan Asia Tenggara dan implikasi dengan organisasi regional 
di kawasan. 
d. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis 
data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Menganalisis 
permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta, kemudian 
menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan 
sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis 
kualitatif. 
e. Metode Penulisan 
 Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, 
yaitu menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik 
kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. 
  
BAB III GAMBARAN UMUM RECAAP DAN KONDISI KEAMANAN 
MARITIM ASIA TENGGARA 
 
A. Gambaran Umum ReCAAP  
a. Awal Mula Munculnya Ancaman Maritim di Kawasan Asia Tenggara 
 Pada akhir 1990-an, pembajakan kontemporer di Asia Tenggara mulai 
menarik perhatian yang lebih dan lebih internasional (Eklof, 2006). Semakin 
banyak serangan dan sifat serius dari beberapa insiden memicu kekhawatiran 
internasional tentang keamanan pengiriman internasional di perairan negara 
tersebut. Hal ini menyebabkan pembentukan organisasi regional dan internasional 
dan dimulainya tindakan kooperatif yang, setidaknya pada awalnya, 
menyebabkan penurunan jumlah serangan bajak laut yang dilaporkan terjadi di 
hot spot Asia Tenggara. 
 Tidak semua perairan di Asia Tenggara sama-sama terpengaruh oleh 
pembajakan, dan seiring waktu pembajakan, hot spot beralih ke wilayah perairan 
yang berbeda. Data pembajakan IMB yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan 
jumlah serangan yang dilaporkan secara komparatif - di seluruh dunia, di Asia 
Tenggara dan di masing-masing negara Asia Tenggara. Namun saat mereka 
resmi, data ini perlu dipahami tidak komprehensif dan lengkap. Seperti yang 
diketahui IMB sendiri, hanya diperkirakan 50 persen serangan dilaporkan ke IMB 
saat itu. Selanjutnya, jumlah insiden yang tidak dilaporkan mungkin lebih tinggi 
lagi jika serangan terhadap kapal penangkap ikan juga diperhitungkan, karena 
serangan semacam itu jarang menemukan jalan mereka ke dalam statistik ini.  
Tabel 1 Lokasi penyerangan Perompakan dan Perampokan Bersenjata di 




 Antara 1990 dan 1992, perairan antara Selat Malaka dan Singapura 
diidentifikasi sebagai rawan paling bajak laut di dunia. Setelah memulai patroli 
anti-pembajakan yang terkoordinasi di bidang ini, bagaimanapun, fokus 
pembajakan beralih ke Laut Cina Selatan, di mana sebagian besar serangan yang 
dilaporkan terjadi antara tahun 1993 dan 1995. 
 Sekitar pertengahan 1990an, jumlah serangan yang lebih tinggi 
dilaporkan terjadi di Philipina (24 pada tahun 1995 dan 39 pada tahun 1996) dan 
di Thailand (16 pada tahun 1996 dan 17 pada tahun 1997), namun insiden ini 
dibayangi oleh munculnya beberapa serangan yang dilaporkan di Indonesia. 
Karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar lebih dari 1,9 
Sumber: IMB CCC (1994-2006) 
juta kilometer persegi, memerangi pembajakan tidak ada tugas yang mudah. 
Sebagian besar insiden yang dilaporkan terjadi di Indonesia adalah pencurian 
kecil, sering dilakukan di pelabuhan. Namun, peningkatan serangan yang 
dilaporkan di Selat Malaka menarik lebih banyak perhatian internasional setelah 
melonjak dari dua serangan aktual dan percobaan yang dilaporkan pada tahun 
1999 sampai 75 pada tahun berikutnya (Tabel 1.1). Serangan di daerah ini 
menyebabkan kekhawatiran karena strategisnya selat tersebut sebagai salah satu 
jalur air tersibuk di dunia.  
 Spekulasi yang tidak terbantahkan bahwa orang-orang yang 
diidentifikasi sebagai teroris mungkin telah berkolusi dengan bajak laut di Selat 
Malaka dan tuduhan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau anggota yang 
tidak bertanggung jawab atas beberapa serangan dengan menambahkan nada 
konspiratif (Liss & Biggs, 2016, p. 3). 
 Sebagian besar dari serangan bajak laut  terhadap kapal dagang di Asia 
Tenggara antara tahun 1990an dan pertengahan tahun 2000an adalah perampokan 
"hit dan run" sederhana yang dilakukan di laut, pada jangkar atau di pelabuhan. 
Oknum meluncur ke kapal yang ditargetkan, sering di bawah penutup kegelapan, 
dan mengambil sesuatu yang bernilai sebelum meninggalkan. Biasanya mereka 
adalah kelompok pria yang saling mengenal dan menyimpan barang rampasan 
untuk dirinya sendiri, di luar dari suap yang dibayarkan kepada pihak berwenang 
dan pihak luar lainnya untuk memastikan kesunyian atau kerja sama mereka. 
b. Kehadiran ReCAAP Sebagai Lembaga Dalam Bidang Keamanan 
Maritim 
Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed 
Robbery in Asia (ReCAAP) merupakan organisasi yang berlandaskan pada kinerja 
antara pemerintah dengan pemerintah (government-to-government) yang 
melakukan promosi terhadap peningkatan kerjasama patroli laut negara anggota 
dalam melawan pembajakan dan perampokan bersenjata di kawasan laut Asia, 
yang memiliki peran yang cukup vital terhadap kehidupan perekonomian 
kawasan. ReCAAP juga hadir dengan anggapan untuk melindungi SLOCs yang 
berada di kawasan Asia, yang secara tidak langsung melindungi shipping lanes 
perusahaan – perusahaan besar yang melakukan perdagangan di kawasan Asia 
Sebelum terciptanya ReCAAP menjadi sebuah organisasi internasional 
seperti sekarang ini, perkembangannya dimulai dari peningkatan angka 
perompakan pada tahun 1990an dan terjadinya lebih dari 200 aksi perompakan 
dan perampokan bersenjata pada awal tahun 2000an di kawasan Asia Tenggara. 
Terlebih, adanya kekhawatiran terhadap ancaman navigasi laut yang menuntut 
adanya biaya lebih terhadap perdagangan yang dilakukan oleh negara – negara 
yang berkepentingan dikawasan tersebut (ReCAAP, 2016, p. 33). Selain itu juga, 
adanya juga kekhawatiran bahwa kawasan Asia akan menjadi mengalami krisis 
yang sama dengan Afrika dalam isu perompakan dan perampokan bersenjata. 
Konsep pengembangan kerjasama regional tersebut, disarankan oleh 
mantan Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi, pada pertemuan ASEAN+3 
pada bulan November 2001, yang pada titik ini menjadi acuan dasar dalam 
terciptanya perintisan ReCAAP. Hal ini mendorong untuk terciptanya perjanjian 
dalam menanggulangi isu tersebut, yang dirumuskan pada tahun 2002 oleh 
ASEAN+3, dan difinalisasi di Tokyo, Jepang, pada tanggal 11 November 2004 
dengan ASEAN+6, serta mulai berlaku pada tanggal 4 September 2006. 
Kemudian, pada tanggal 29 November 2006, terbentuklah ReCAAP sebagai 
sebuah organisasi pertama yang melakukan kerjasama antar pemerintah pertama, 
dalam bidang menanggulagi isu perompakan di kawasan Asia, dan bertempat di 
Singapura yang diakui sebagai salah satu organisasi internasional, yang pertama 
kali terdiri dari 14 Contracting Parties, yakni: Jepang, Cina, Korea Selatan, India, 
Sri Lanka, Bangladesh, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, 
Myanmar, Vietnam, Kamboja (ReCAAP, 2016, p. 33). 
ReCAAP bertujuan untuk memberantas piracy dan armed robbery yang 
terjadi di wilayah Asia dan sebagai pusat informasi kepada patroli laut tentang 
aksi pembajakan dan perampokan bersenjata diatas kapal, namun tidak menutup 
kemungkinan juga Contracting Parties dari perjanjian ini juga memberikan 
bantuan baik dari segi tenaga dalam hal ini tenaga ahli, dan alih teknologi kepada 
negara lain yang membutuhkan. Selain itu, ReCAAP beracuan pada tiga pilar 
dasar dalam menjalankan tugasnya, yaitu: 
1. Berbagi informasi antara negara-negara anggota ReCAAP.  
2. Peningkatan kapasitas antara negara-negara anggota dengan berbagi 
praktik terbaik dalam memerangi pembajakan dan perampokan 
bersenjata.  
3. Melakukan perjanjian kerjasama dengan seperti- organisasi 
berpikiran untuk memperkuat kemampuan negara-negara anggota 
untuk mengelola insiden di laut (ReCAAP, 2006). 
Masing – masing dari pilar tersebut mengimplmentasikan mekanisme 
focal point terhadap negara – negara anggota dalam menerapkan kinerja 
ReCAAP, penerapan mekanisme tersebut merupakan hal vital dalam 
menyambung informasi kepada negara negara anggota ReCAAP. Hal ini dapat 
dilihat dalam pengembangan bidang berbagi informasi, ReCAAP menjadi 
fasilitator dalam melakukan penyelidikan dan melakukan koordinasi dalam 
melakukan pengamatan serta penguatan terhadap kegiatan perompakan dan 
perampokan bersenjata dengan focal point lainnya. Selain itu, upaya dalam 
peningkatan kapasitas antara negara anggota, ReCAAP melakukan workshop 
serta diskusi dengan pegawai pemerintah senior dalam memperkuat dan 
mampu menggunakan ReCAAP secara efektif dan efisien, dikarenakan sifat 
ReCAAP yang memberikan kemampuan penyebaran informasi. Dan yang 
terakhir, melakukan kerjasama, ReCAAP melakukan koordinasi dengan 
organisasi yang relevan dalam menanggulangi isu perompakan dan 
perampokan bersenjata (ReCAAP, 2016, p. 79). 
Sehingga, dalam perkembangannya, ReCAAP dengan asas kebebasan 
navigasi laut, memiliki kemampuan untuk melakukan pembagian informasi 
perihal perompakan serta perampokan bersenjata diatas kapal, terlebih 
pembagian kompilasi data biasa yang dilakukan secara bulanan, menjadikan 
ReCAAP mampu melakukan pemberian informasi secara real-time. ReCAAP 
juga memiliki kemampuan dalam menciptakan keamanan maritime yang 
bersifat cepat tanggap, hal ini sebagaimana tujuan utama ReCAAP sebagai 
organisasi yang memberikan informasi secara jelas terhadap negara – negara 
anggotanya. 
B. Kondisi Keamanan Maritim di Kawasan Asia Tenggara 
 a.  Dinamika Keamanan Internasional Pasca 11 September 
 Kondisi keamanan global saat ini merupakan hal yang kompleks, dimana 
tidak hanya aktor negara yang memeiliki peranan khusus dalam menangani isu 
keamanan, tetapi juga munculnya aktor non-negara yang menjadi spotlight dalam 
isu keamanan, yang menciptakan tren yang hingga saat ini menjadi pembahasan 
setiap negara, dikarenakan adanya perubahan yang signifikan pasca penyerangan 
terorisme 11 September 2001 (9/11). 
 Penyerangan tersebut memiliki efek yang cukup detrimental, yang 
menyebabkan kondisi keamanan global menjadi lebih keruh dari sebelumnya. Hal 
ini juga menjadi sebuah motivasi keamanan tersendiri dari negara adidaya seperti 
Amerika Serika, sebagai korban utama pada insiden transnasional tersebut, yang 
bahkan mendorong terciptanya global war on terrorism terhadap negara – negara 
yang memiliki indikasi tersangka utama dalam insiden tersebut, yang kemudian 
tindakan ini membuat instabilitas di kawasan Timur Tengah dikarenakan agresi 
militer yang bertubi – tubi. 
 Global war on terrorism memang memberikan kerberhasilan yang 
parsial, dimana kondisis tersebut mengangkat kembali isu isu keamanan non-
tradisional, seperti permasalahan terorisme, isu kejahatan transnasional, serta 
kehadiran Weapon of Mass Destruction sebagai sebuah pembahasan yang marak 
di berbagai kawasan (Buzan, 2006). 
 Implikasi insiden 9/11 juga meliputi keprihatinan terhadap kondisi 
keamanan di berbagai kawasan. Bagi kawasan Eropa, Keutamaan AS membawa 
perubahan besar dalam hubungan mereka dengan Amerika dan dengan satu sama 
lain. Eropa sekarang juga menghadapi tugas untuk menyesuaikan diri dengan 
kenyataan ini yang  mengharuskan adanya penyesuaian diri dengan peran yang 
jauh berkurang dalam kebijakan AS dan, secara implisit, sebuah suara yang sangat 
berkurang dalam apa prinsip-prinsip keteraturan hubungan internasional. Terlebih, 
masih adanya kepentingan AS dalam NATO serta mengharapkan peranna yang 
lebih aktif untuk membantu penanganan pada global war on terrorism ini 
(Gartner & Cuthbertson, 2005, p. 116).  
Di sisi lain, realitas baru membuka peluang bagi Eropa untuk mengatasi 
banyak pertanyaan tentang masa depannya sendiri yang telah terus terakumulasi 
namun belum terselesaikan. Ada kebutuhan mendesak untuk fokus pada masa 
depan integrasi di semua dimensi dan peran Amerika Serikat di benua Eropa 
(Gartner & Cuthbertson, 2005, p. 110). 
 Sedangkan, bagi kawasan Asia-Pasifik pada umumya, dan kawasan Asia 
Tenggara khususnya, perubahan dalam agenda dan karakteristik kebijakan luar 
negeri AS telah melahirkan sebuah kompleks keamanan (security complex) yang 
semakin rumit. Pada saat masalah-masalah keamanan yang sebelumnya sudah ada 
di kawasan belum menentukan bentuk penyelesaian, kini beban keamanan 
regional dirasa semakin berat dengan munculnya ancaman terorisme dalam skala 
yang belum pernah dialami sebelumnya. Meskipun menguatnya ancaman 
terorisme itu juga memiliki akar regional implikasi dari perang global melawan 
terorisme yang dimotori AS telah memperumit pola-pola hubungan antar negara 
kawasan, khususnya di antara negara-negara ASEAN.  
 Dengan kata lain, perkembangan situasi keamanan di Asia-Pasifik pada 
umumnya, dan di kawasan Asia Tenggara pada khususnya, tidak menunjukkan 
gambaran masa depan menggembirakan. Setidaknya ada beberapa faktor dalam 
memandang perkembangan keamanan tradisional pasca 9/11 di kawasan Asia 
Pasifik, yakni: 
1. Kawasan Asia Pasifik ini masih diwarnai oleh sejumlah sengketa wilayah 
dan perbatasan. Di sub-kawasan Asia Timur Laut, tantangan keamanan 
tradisional masih didominasi oleh sengketa wilayah antara RRC dan 
Jepang, antara Jepang dan Korea Selatan, antara Jepang dan Rusia, serta 
masalah Taiwan. Sementara itu, sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, 
dan sengketa wilayah antara Singapura-Malaysia dan Malaysia-Filipina 
masih menjadi isu sensitif di sub-kawasan Asia Tenggara.. Sengketa 
wilayah dan perbatasan ini, apabila tidak diselesaikan dengan baik, 
dalam jangka panjang dapat menjadi isu keamanan yang serius bagi 
kawasan. 
2. Masih adanya kecurigaan dan ketegangan bilateral di antara negara 
negara di kawasan. Kecurigaan historis antara RRC dan Jepang dan 
antara Jepang dan Korea Selatan merupakan contoh klasik di kawasan 
Asia Timur Laut. Sementara itu, kawasan Asia Tenggara juga ditandai 
oleh masih adanya kecurigaan-kecurigaan dalam hubungan antara 
Thailand dan Myanmar, antara Kamboja dan Thailand, antara Indonesia 
dan Singapura, dan antara Malaysia dan Singapura. Sengketa mengenai 
masalah perairan antara Malaysia dan Singapura belum lama ini, atau 
mengenai persepsi historis antara Kamboja dan Thailand, merupakan 
contoh paling akhir mengenai masalah ini. Fakta bahwa meskipun 
negara-negara tersebut telah tergabung dalam ASEAN, namun belum 
dapat menyelesaikan persoalan yang ada, menunjukkan bahwa masalah 
ini tidak dapat diabaikan begitu saja.  
3. Kawasan Asia Timur juga diwarnai oleh ancaman nuklir Korea Utara. 
Meskipun adanya tekanan internasional, khususnya dari AS, Korea Utara 
tetap tidak bergerning dalam sikap dan posisinya mengenai masalah ini, 
dan bahkan cenderung mengeras. Beberapa insiden peluncuran hulu 
ledak dan rudal ke arah wilayah Jepang, serta ancaman-ancaman yang 
dikeluarkan pemerintah Korea Utara baru-baru ini, baik terhadap Jepang, 
Korea Selatan maupun AS, menunjukkan bahwa masalah Korea Utara ini 
merupakan masalah serius bagi keamanan tidak hanya bagi kawasan Asia 
Timur Laut, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara. Masalah Korea 
Utara ini semakin kompleks dengan keterlibatan negara-negara besar 
seperti RRC, Rusia, dam AS. Pecahnya konflik terbuka di kawasan ini, 
meskipun dalam skala teratas, jelas akan membawa dampak ekonomi dan 
keamanan yang tidak kecil bagi kawasan Asia Tenggara (Sukma, 2003). 
Disamping ketiga masalah keamanan tradisional di atas, kawasan Asia-
Pasifik, khususnya di sub-kawasan Asia Tenggara, merupakan kawasan yang sarat 
dengan sejumlah permasalahan dan ancaman non-tradisional. Disamping 
menghadapi masalah terorisme, negara-negara di kawasan sudah lama berkutat 
menghadapi masalah penyelundupan senjata ringan, separatisme bersenjata, 
penjualan wanita dan anak-anak, pemalsuan dokumen dan surat-surat berharga, 
bajak laut, kebakaran hutan, imigran legal, pencucian dan pemalsuan uang, serta 
perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang. Sekarang ini, dengan 
meningkatnya aksi-aksi terorisme di Indonesia dan Filipina, ancaman non-
tradisional itu dirasakan sebagai ancaman keamanan yang semakin menonjol. 
Selama ini, berbagai langkah dan kesepakatan telah dihasilkan dalam kerangka 
kerjasama ASEAN (Sukma, 2003). 
Perkembangan terhadap kondisi setelah 9/11, pembajakan dan terorisme 
seirng kali  digabungkan. Analis keamanan menyatakan keprihatinannya bahwa 
teroris dapat bergabung dengan gerombolan bajak laut untuk melakukan 
kekejaman di perairan Asia Tenggara, terutama di Selat Malaka yang strategis, 
yang melaluinya 65.000 kapal per tahun transit, membawa sekitar sepertiga dari 
perdagangan dunia dan Satu setengah dari pasokan energi global. Dua skenario 
yang paling sering dikutip termasuk teroris yang menenggelamkan satu atau lebih 
kapal besar dalam upaya untuk memblokir Selat dan melumpuhkan ekonomi 
dunia, dan militan menggunakan kapal tanker minyak mentah atau gas alam 
sebagai "bom terapung" di sebuah pelabuhan besar di Asia. 
Asia Tenggara tentu tidak asing dengan tindakan terorisme maritim. Di 
Filipina kelompok Abu Sayyaf (ASG) yang radikal telah aktif di wilayah maritim 
sejak terbentuk pada awal 1990an, dan pada bulan Februari 2004 kelompok 
tersebut melakukan tindakan terorisme maritim terburuk di dunia sampai saat ini 
dengan menenggelamkan SuperFerry 14 di Teluk Manila dengan hilangnya 116 
nyawa. Pada bulan Desember 2001, dinas keamanan Singapura menahan 13 
anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al Qaeda yang rencananya 
melakukan serangan bunuh diri terhadap kapal angkatan laut A.S. yang 
menggunakan kapal berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan bahan peledak 
(Storey, 2009, pp. 38 - 40). 
 b. Trend dan Isu Keamanan Maritim di Kawasan Asia  
  Dalam perkembangan isu keamanan maritime, menurut Bateman tren 
dan isu ini hadir sebagai sebuah ancaman terhadap good order at sea, yang juga 
diasumsikan oleh Geoffrey Till untuk mencapai stabilitas keamanan maritime. 
Bateman juga menambahkan, setidaknya ada sebelas ancaman terhadap keamanan 
maritime di kawasan Asia, yaitu: 
1. Polusi Laut 
 Pencemaran laut berasal dari sumber berbasis laut, termasuk kapal dan 
instalasi minyak dan gas lepas pantai, atau dari sumber berbasis lahan, seperti 
run-off dari sungai, pembuangan ilegal, air hujan, dan limbah. Selain itu, 
ancaman polusi menjadi tantangan utama bagi industri perikanan, wisata pantai, 
dan habitat laut yang rapuh. Pencemaran laut berbasis kapal merupakan masalah 
yang meningkat di beberapa wilayah, termasuk Selat Malaka dan Laut Cina 
Selatan, karena lalu lintas pelayaran yang meningkat dan kurangnya sistem 
pengawasan dan pengawasan yang efektif. 
2. Perompakan dan Perampokan Bersenjata 
 Pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal merupakan 
masalah keamanan maritim utama di Asia. Serangan oleh perompak Somalia di 
Tanduk Afrika dan jauh ke Laut Arab menarik perhatian sebagian besar, namun 
insiden berlanjut di Asia Selatan dan Selatan-Asia, terutama di bagian selatan 
Laut Cina Selatan dekat Mangkai dan kepulauan Anambas. 
 Penurunan dalam pengiriman internasional sebagai konsekuensi dari 
krisis keuangan global mungkin menjadi penyebab yang signifikan dari 
peningkatan serangan di perairan Asia Tenggara ini (Bateman, 2009). 
 Langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara regional terhadap 
pembajakan dan perampokan laut, baik di laut maupun darat sebagian besar 
efektif, termasuk pembentukan Regional Cooperation Agreement on Combating 
Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia  (ReCAAP). Namun, perhatian 
yang lebih besar terhadap keamanan sekarang dibutuhkan di bagian selatan Laut 
Cina Selatan. Keamanan di pelabuhan dan jangkar di beberapa negara dan 
peraturan umum mengenai kejahatan maritim juga dapat ditingkatkan. Sementara 
insiden pembajakan dan perampokan bersenjata akan terus terjadi di wilayah ini, 
terutama di pelabuhan, pelabuhan, dan pendekatan pelabuhan, konsekuensi dari 
ancaman tersebut dapat diabaikan. 
 
 
3. Perdagangan Illegal dan Penyelundupan 
 Laut adalah media utama untuk pergerakan orang dan barang secara 
ilegal karena pengiriman yang lebih besar dapat dilakukan, pengiriman 
transenden dapat dilakukan di laut, dan batas laut mungkin lebih berpori daripada 
perbatasan darat dan udara. Perdagangan ilegal senjata, obat-obatan terlarang, 
dan manusia jelas terlihat sampai batas tertentu di wilayah ini. Ini semua adalah 
kejahatan transnasional yang membutuhkan kerja sama antara negara-negara 
regional untuk mengatasinya (Bateman & Ho, 2012). 
 Penyelundupan manusia melalui laut merupakan masalah yang semakin 
meningkat di beberapa wilayah. Asia Selatan dan Afrika Timur Laut adalah 
tujuan utama para pengungsi dan pencari suaka di wilayah Samudra Hindia, 
sementara banyak korban juga berasal dari Asia Tenggara, khususnya perempuan 
dan anak-anak (Centre for Non-Traditional Security Studies, 2010). 
4. Bencana Alam 
 Bahaya alam laut adalah bencana yang timbul dari badai tropis, 
perubahan iklim, tsunami, dan kondisi lautan parah lainnya. Menurut Asian 
Disaster Reduction Centre, Asia adalah daerah yang paling terkena dampak 
bencana di dunia. Kelemahan wilayah Asia Pasifik terhadap bencana alam laut 
ditunjukkan oleh tsunami yang tragis di Samudera Hindia-Timur Laut Pada 
Boxing Day 2004, topan Nargis di Myanmar pada bulan Mei 2008, tsunami yang 
menyerang Tonga dan Samoa pada tanggal 20 September 2009, dan banjir besar 
di Pakistan selama tahun 2010. Bahaya alam di darat yang dapat menyebabkan 
bencana alam meliputi bahaya bahaya (siklon, Badai tropis, banjir, dan 
perubahan permukaan air laut); Bahaya geologi (gempa bumi, letusan gunung 
berapi, dan tsunami); Dan bahaya biologis (infestasi dan polusi hama laut). 
5. Penangkapan ikan illegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (IUU) 
 Perikanan IUU telah menjadi masalah serius di wilayah ini. Bentrokan 
antara kelompok nelayan yang berbeda dan dugaan nelayan illegal, serta 
kekuatan penegak hukum maritim terjadi secara reguler di wilayah ini, termasuk 
di Laut Cina Selatan, sebagian kepulauan Indonesia, dan di bagian barat Thailand 
dan Myanmar. Umumnya insiden ini memiliki konsekuensi sepele, namun dapat 
dianggap sebagai dimensi yang lebih serius ketika terjadi di wilayah kedaulatan 
yang disengketakan di mana bentrokan bersenjata dapat terjadi antara unit 
penegakan hukum di negara tetangga.  
6. Kurangnya batas maritime 
 Batas geografis yang disepakati dengan yurisdiksi maritim penting untuk 
ketertiban di laut. Namun, ada daerah yang luas di kawasan ini, di Asia Tenggara 
dan Asia Utara pada khususnya, di mana batas-batas maritim belum disepakati 
antara negara-negara tetangga, terutama di Laut Cina Selatan. Daerah lain 
termasuk Selat Malaka utara, di mana tidak ada batas Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE) antara Malaysia dan Indonesia; Pendekatan timur ke Selat Singapura, di 
mana kedaulatan mengenai fitur utama terbagi antara Malaysia dan Singapura; 
dan wilayah Ambalat ke Kalimantan Timur. Sementara konsekuensi dari insiden 
ini biasanya diabaikan, selalu ada risiko kesalahpahaman yang dapat 
menyebabkan konsekuensi yang lebih serius dan rincian hubungan bilateral. 
 
7. Perubahan iklim 
 Sebagai hasil dari perubahan iklim, suhu samudra akan meningkat secara 
nyata, pola pengukuran laut bisa berubah, dan permukaan laut akan naik. 
Perubahan ini bisa memberi efek majemuk pada tingkat perubahan iklim. 
Perputaran laut memainkan peran utama dalam menentukan dampak regional 
dari perubahan iklim, yang akan mempengaruhi banyak orang melalui hilangnya 
habitat laut dan persediaan ikan, dan meningkatnya prevalensi bencana alam. 
Frekuensi yang lebih tinggi dari "kejadian cuaca ekstrem" akan berdampak besar 
pada daerah pesisir dan dataran rendah. 
 Perubahan kondisi samudra sebagai konsekuensi pemanasan global bisa 
memiliki efek peracikan pada tingkat perubahan iklim. Dampak perubahan iklim 
terhadap ekosistem laut, pesisir, muara, dan air tawar kemungkinan akan 
mempengaruhi banyak orang secara langsung atau tidak langsung melalui 
hilangnya stok ikan dan habitat laut dan meningkatnya prevalensi bencana alam, 
seperti banjir dan angin topan. 
8. Terorisme Maritim 
 Kerentanan sektor maritim untuk diserang oleh teroris telah menjadi 
perhatian karena kepentingan ekonomi sektor ini; Kejadian pembajakan dan 
perampokan laut di beberapa wilayah; Dan adanya kelompok teroris dengan 
riwayat menyerang target maritim atau saran untuk meluncurkan serangan 
semacam itu (Bateman, 2006). Kawasan pengiriman adalah area perhatian 
khusus karena penggunaan potensial mereka untuk pengiriman materi teroris atau 
senjata pemusnah massal (WMD). Serangan teroris telah terjadi pada kapal feri 
di Asia Tenggara, dan kapal-kapal ini, dan kapal pesiar berpotensi, terus rentan 
terhadap serangan.  
 Serangan teroris maritime juga dapat meningkat ke tahapan yang lebih 
serius dan mencakup serangan terhadap infrastruktur pelabuhan yang menutup 
pelabuhan utama atau serangan atau ancaman serangan yang mengarah ke 
penutupan saluran air utama regional. Secara fisik tidak mungkin untuk 
memblokir Selat Malaka atau Singapura, namun beberapa kemungkinan 
ancaman, seperti penambangan laut atau serangan bom kapal kecil, dapat 
menyebabkan perutean kembali lalu lintas pengiriman komersial menjauh dari 
jalur air ini (Bateman & Ho, 2012). 
9. Proliferasi WMD 
 Perkembangan WMD dan sistem pengiriman mereka dianggap oleh 
komunitas internasional sebagai salah satu ancaman terbesar bagi perdamaian 
dan keamanan internasional (Australian Government, 2005). Fokus ini telah 
disoroti oleh perkembangan terakhir di Korea Utara. Proliferation Security 
Initiative (PSI) adalah instrumen utama untuk mencegah pengangkutan WMD 
dan materi terkait melalui laut. 
Amerika Serikat telah mengalami masalah di kawasan ini, terutama di Asia 
Timur, dengan menerapkan PSI dan prosedur untuk mencegat kapal di laut. 
Hanya dua negara Asia (yaitu Jepang dan Singapura) adalah anggota penuh PSI, 
dan negara-negara Asia yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan inisiatif 
ini, terutama China, India, dan Indonesia, telah menunda keterlibatan aktif 
meskipun mendapat tekanan dari United Negara. 
 Dengan rezim kontra-proliferasi ekstensif sekarang, ancaman serangan 
senjata di wilayah tersebut tidak mungkin terjadi walaupun konsekuensinya 
mungkin bersifat katalitik. Tanpa ketaatan yang kuat terhadap rezim, risiko 
insiden WMD bisa meningkat. Kelompok teroris telah secara aktif mencari 
kemampuan WMD, dan sementara pengembangan senjata yang efektif jauh 
melampaui kemampuan kelompok regional yang ada, ini bisa berubah di masa 
depan, terutama karena teknologi yang relevan dapat menjadi lebih mudah 
didapat. 
10. Konflik di laut 
 Beberapa potensi penyebab konflik di laut ada di wilayah ini, termasuk 
di Semenanjung Korea, di Selat Taiwan, atau di wilayah yang disengketakan, 
seperti pulau Takeshima / Tokdo, kepulauan Senkaku / Diaoyu, atau di Laut Cina 
Selatan. Konflik ini mungkin bilateral atau bisa melibatkan koalisi kekuatan. 
Secara umum kemungkinan konflik di salah satu daerah ini nampaknya akan 
berkurang seiring dengan peningkatan yang dapat dipetik, misalnya, dalam 
hubungan lintas selat antara China dan Taiwan. 
 Bentuk konflik paling serius di laut adalah melibatkan kekuatan-
kekuatan angkatan laut regional utama: China, India, Jepang, Rusia, dan Amerika 
Serikat. Direktur Intelijen Nasional AS baru-baru ini memperkirakan bahwa 
dunia menghadapi risiko konflik yang semakin meningkat dalam 20 sampai 30 
tahun mendatang. Dia merujuk pada pemindahan kekayaan dan kekuasaan dari 
Barat ke Timur, kemungkinan persaingan strategis seputar perdagangan, 
demografi, Akses terhadap sumber daya alam, serta investasi dan inovasi 
teknologi. Tidak diragukan lagi, bagaimana hubungan antara kekuatan yang 
muncul ini berkembang di masa depan akan memiliki dampak besar pada 
keamanan maritim di Asia Tenggara. 
11. Meningkatnya pengeluaran angkatan laut 
 Tren di daerah terhadap belanja pertahanan yang lebih tinggi merupakan 
salah satu perkembangan yang bisa mengancam ketertiban baik di laut. Belanja 
pertahanan yang lebih tinggi menciptakan lingkungan aktivitas militer yang 
meningkat yang berpotensi mendestabilisasi, dengan jumlah pesawat, kapal 
perang, kapal selam, dan kendaraan lapis baja yang lebih banyak. Situasi di 
lingkungan maritim sangat memprihatinkan dengan lebih banyak kapal laut, 
kapal selam, dan pesawat maritim yang beroperasi di perairan regional yang 
relatif terbatas, beberapa wilayah di antaranya termasuk perselisihan kedaulatan 
dan batas maritim yang belum diselesaikan. Meningkatnya aktivitas militer di 
laut meningkatkan risiko terjadinya insiden yang tidak menguntungkan antara 
angkatan laut, terutama yang melibatkan kapal selam. Belanja pertahanan juga 
memiliki biaya peluang yang tinggi dengan mengalihkan sumber daya dari 
program penting untuk pembangunan ekonomi, perbaikan sosial, pengelolaan 
lingkungan, dan pengentasan kemiskinan (Bateman & Ho, 2012:22-28). 
 Dengan demikian, sebelas hal diatas menjadi sebuah ancaman terhadap 
good order at sea yang juga berpengaruh kepada kawasan Asia, terlebih dalam 
mencapai sebuah stabilitas keamanan maritim serta menjadi sebuah penghalau 
dalam mencapai kesepakatan bersana di kawasan Asia. 
c. Penguatan Pilar-pilar Kerjasama Regional dalam Keamanan Maritim  
 Kerjasama regional dalam isu keamanan Maritim di Asia Tenggara 
memiliki tiga pilar utama, hal ini juga berlaku didalam ReCAAP yang 
memungkinkan untuk membendung serta mengatasi isu – isu keamanan maritim, 
seperti perompakan dan perampokan bersenjata. Tiga pilar tersebut merupakan 
pertukaran informasi, capacity building, serta melakukan kerjasama dengan 
organisasi yang relevan dalam isu tersebut.  
1. Pertukaran Informasi Keamanan Kawasan 
 Dalam kemampuan pertukaran Infomasi, menjadi faktor yang 
menentukan untuk melakukan pencegahan maupun dalam menciptakan koordinasi 
untuk melakukan penangkapan terhadap oknum perompakan dan perampokan 
bersenjata. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan ReCAAP untuk menciptakan 
pembagian informasi tersebut dapat diakses secara langsung, dan menciptakan 
sebuah aksi cepat tanggap untuk negara – negara yang menjadi anggotanya.  
 Kemampuan pemberian informasi secara real time menjadi sebuah 
indicator pertukaran informasi mengenai ancamana keamanan maritime, yakni 
perompakan dan perampokan bersenjata di perairan, kepada ReCAAP yang sejauh 
ini membantu secara signifikan dalam melakukan patroli dan usaha penindakan 
oknum oknum tersebut. 
2.    Capacity Building di Bidang Keamanan   
Capacity building juga diperlukan dalam membangun serta menciptakan 
kondisi yang kondusif untuk mengetahui tren serta keperluan terhadap anggota 
pengamanan laut dalam melakukan aksinya untuk mencegah dan menanggapi isu 
keamanan maritime di kawasan. Terlebih, perubahan tren yang berangsur angsur 
menjadikan capacity building sebuah keperluan dalam mengetahui dan 
memahami situasi yang nantinya akan dihadapi. 
Situasi keamanan saat ini dapat dikatakan bersifat sporadis serta para 
oknum melakukan taktik hit-n-run kepada kapal – kapal yang berjalan lambat 
seperti kapal kargo, tugboats, yang memiliki tingkat keamanan yang rendah. 
Sehingga, diperlukan juga pengetahuan dan pelatihan berkala kepada pihak pihak 
yang berwenang dalam pengamanan laut, serta awak kapal yang mengarungi 
samudera dengan kapal tersebut.  
3.   Memperkuat Jaringan Organisasi Keamanan Maritim Internasional 
 Sebuah organisasi tentu membutuhkan koneksi dalam menciptakan 
sebuah integrasi dalam melengkapi keperluan organisasi tersebut. hal ini 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh ReCAAP yang melakukan kerjasama 
dengan beberapa organisasi seperti INTERPOL dan IMO, untuk memperkuat 
jaringan demi menciptakan standar internasional, meskipun dalam kinerjanya 
ReCAAP hanya bekerja dalam lingkup Asia. Oleh karenanya, jaringan ataupun 
koneksi dengan organisasi internasional menjadi sebuah faktor untuk mencapai 
kemampuan yang sederajat dengan organisasi tersebut, serta kerjasama tersebut 
memberikan keuntungan satu sama lain dikarenakan pengalaman yang dimiliki 
ReCAAP dapat dipelajari oleh organisasi lain, begitu juga sebaliknya. 
  
Bab V PENUTUP 
  
A. Kesimpulan 
Peran ReCAAP di kawasan Asia Tenggara berpengaruh terhadap kondisi 
keamanan maritime, karena adanya pendataan yang lebih spesifik, pemberian 
informasi secara intens dan real-time, dan bantuan terhadap capacity building 
menjadi kunci dalam peranan ReCAAP di kawasan Asia Tenggara. Meskipun 
demikian, adanya kendala terhadap instrument operasional, seperti dalam 
melakukan penindakan serta dalam menjalankan mekanisme penegakan hukum 
terhadap oknum perompakan dan perampokan bersenjata yang kurang maksimal 
dikarenakan ReCAAP hanya memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi 
dan memberikan pelatihan serta analisis secara berkala kepada negara – negara 
yang menjadi anggotanya. Selebihnya, diberikan kepada otoritas negara anggota 
untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum. 
Implikasi pada kehadiran ReCAAP tentu mendorong mekanisme 
kerjasama dalam bidang keamanan maritime, kepada negara – negara anggotanya, 
terutama negara – negara Asia Tenggara yang bergabung didalamnya. Akan 
tetapi, adanya halangan terhadap prinsip yang berlaku seperti adanya prinsip 
ASEAN yang bersifat non – intervensionis menjadi salah satu tembok besar 
dalam menciptakan kerjasama keamanan yang lebih komprehensif, dan adanya 
intervensi dari negara – negara besar yang memberikan efek detrimental. 
ReCAAP juga memberikan dampak yang politis terhadap kawasan Asia Tenggara 
yakni seperti permasalahan kedaulatan dengan Indonesia dan Malaysia 
dikarenakan terciptanya isu kedaulatan didalamnya. Meskipun, secara strategis, 
ReCAAP memberikan keuntungan pada mekanisme penanganan keamanan 
maritim di Asia Tenggara, dengan sistem yang lebih terstruktur dalam pembagian 
dan pengumpulan data serta Informasi. 
 
B.  Saran 
Memahami upaya ReCAAP dalam implikasi kinerjanya, setidaknya ada 
beberapa masukan untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil di kawasan Asia 
Tenggara. 
1. Dikarenakan dalam perkembangannya kondisi di kawasan Selat Malaka 
serta Laut China Selatan terhadap ancaman kejahatan perompakan dan 
perampokan bersenjata, ReCAAP harus turut berperan aktif dalam 
penciptaan diplomasi pertahanan di kalangan negara – negara ASEAN 
serta mencapai sebuah keamanan kolektif ataupun keamanan yang 
komprehensif dalam bidang keamanan maritime. Serta, ReCAAP harus 
menjadi lebih menyadari dalam penciptaan upayanya, dikarenakan di 
kawasan Asia Tenggara memiliki kondisi balance of power khususnya di 
kawasan Selat Malaka, sehingga harus lebih bersikap diplomatis untuk 
mencapai keamanan bersama di kawasan. Selain itu,, potensinya sebagai 
sebuah penggarap awal sebuah komunitas keamanan yang bersifat 
komprehensif, diperlukan adanya perubahan yang mendasar dalam 
menciptakan sebuah mekanisme yang memahami kondisi umum kawasan. 
2. Pembaharuan terhadap kondisi ReCAAP menjadi sebuah solusi, sehingga 
diperlukan reformasi kepada kemampuan ReCAAP ataupun 
menghapuskan ReCAAP dengan perjanjian yang lebih solid dan lebih 
terarah dari sebelumnya. Dalam perjanjiannya juga, diperlukan hal hal 
yang tidak menyinggung secara langsung perihal kedaulatan, dan lebih 
baik adanya mekanisme Coordinated Patrol, dibandingkan dengan Joint 
Patrol, yang lebih memberikan keleluasaan tanpa adanya gangguan 
kepada perbatasan perbatasan yang rentan, terutama dalam kondisi yang 
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